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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang peneliti lakukan terhadap tanggung

jawab dokter terhadap kesalahan dalam penulisan resep kepada pasien di

Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi, maka dapat disimpukan sebagai berikut :

1) Tanggung Jawab dokterterhadap kesalahan dalam penulisan resep di

Puseksmas Kuala Tungkal I Jambi merupakan kesalahan yang harus

dipertanggungjawabkan oleh dokter.Akibat kesalahan dalam penulisan

resep mengakibatkan pasein mengalami keluhanberupa mata kuning,

demam, mual, muntah, diare dan batuk. Berdasarkan permasalahan

yang terjadi, maka dokter harus bertanggung jawab secara administratif

dan dari kesalahan tersebut dokter dapat diberikan sanksi adminstarif.

Penulisan resep merupakan kewajiban dari seorang dokter, dan dalam

menulis resep dokter harus menuliskan nama pasien, umur pasien, berat

badan dan jenis kelamin pasien sesuai dengan standar prosedur

operasional. Karena pemberian resep merupakan kewajiban dari dokter,

maka jika terjadi kesalahan dalam penulisan resep merupakan tanggung

jawab dari dokter itu sendiri.

2) Penerapan sanksi apabila dokter salah dalam menuliskanresep kepada

pasien di Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi, dijatuhkan sanksi

administratif berupa terguran secara lisan atas kesalahannya.Kesalahan

yang dilakukan akibat dalam penulisan resep tidak mengikuti standar
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prosedur operasional. Penjatuhan sanksi administrasi yang dilakukan

oleh Kepala Puskesmas Kuala Tungkal I Jambi terhadap kesalahan

dokter dalam penulisan resep berdasarkan informasi yang diterima dari

Dokter Spesialis Anak di Rumah Sakit Umum Daerah.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang terjadi terhadap kesalahan dokter

terhadap kesalahan dalam penulisan resep, peneliti memberikan saran sebagai

berikut :

1) Sebaiknya dokter agar lebih berhati – hati dalam menuliskan resep

kepada pasien, dimana standar prosedur operasional agar lebih

diperhatikan dalam penulisan kelengapan resep. Perlunya bantuan pihak

lain dalam hal ini perawat atau apoteker agar melakukan pengecekan

kembali terhadap resep yang telah ditulis oleh dokter. Jika ditemukan

resep dokter yang kurang lengkap atau tidak sesuai, maka perawat atau

apoteker melakukan konfirmasi ulang kepada dokter yang bersangkutan

untuk dilakukan perbaikan resep dan meminimalisir kesalahan dokter

dalam menulis resep, karena apabila salah dalam penulisan resep, maka

kesalahan tersebut menjadi tanggung jawab dari dokter tersebut.

2) Sanksi administratif dapat diberikan kepada dokter apabila melakukan

kesalahan dalam penulisan resep yang tidak sesuai dengan standar

prosedur operasional dalam penulisan resep yang telah ditetapkan di

Puskesmas. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan tata cara atau metode

dalam penulisan resep. Salah satu bentuknya adalah menerapkan sistem

resep yang terintegrasi secara online di Puskesmas. Dokter dapat
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langsung menuliskan resep Secara langsung melalui aplikasi yang

secara langsung terbaca pada sistem resep di poli farmasi. Untuk dapat

terbaca oleh apoteker maka dokter harus lengkap dalam menuliskan

identitas dari pasien. Harapannya untuk kedepan, kesalahan dokter

dalam penulisan resep tidak terjadi kembali.
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